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Masalah Utama

Hasil evaluasi kinerja kapanewon di Kabupaten
Sleman tahun 2023 menegaskan terdapat
masalah utama yaitu kesenjangan antara kinerja
administratif yang tinggi dan kinerja substansial
pelayanan publik yang rendah. Data menunjukkan
rerata kinerja administratif Kapanewon sebagai
Perangkat Daerah (2021-2023) mencapai 87.48,
namun kinerja substansial Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Umum hanya 80.53 (Pemerintah
Kabupaten Sleman, 2024).  Hal ini
mengindikasikan adanya fokus berlebihan pada
pencapaian output administratif dan penyerapan
anggaran, yang tidak berkorelasi langsung
dengan peningkatan kualitas layanan di
lapangan. Disparitas ini semakin diperparah oleh
kesenjangan kinerja antara wilayah perkotaan
dan pedesaan, dengan selisih ekstrem 22.4 poin
antara Kapanewon Depok (93.70) dan Kapanewon
Moyudan (71.30). Pada tingkat fungsi, kelemahan
paling kritis ada pada indikator supervisi dan
mediasi, yang tercermin dari belum optimalnya
penanganan kasus seperti penyalahgunaan
tanah kas desa di beberapa kalurahan
(Pemerintah Kabupaten Sleman, 2024).
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Berdasarkan evaluasi kinerja kapanewon di
Kabupaten Sleman, Fasilitasi dan Mediasi
menunjukkan konsistensi tertinggi karena menjadi
fungsi utama kapanewon sebagai penghubung
dan koordinator di wilayahnya, sekaligus
mencerminkan peran strategis kapanewon
sebagai "rumah bersama". Namun demikian,
Supervisi secara konsisten mencatat capaian
terendah dengan rata-rata hanya 68,59, yang
terutama disebabkan oleh kewenangan Panewu
yang terbatas dalam mengawasi pemerintahan
kalurahan, ketergantungan pada sektor lain, serta
kurangnya kapasitas dan kewenangan korektif
dalam menangani kompleksitas permasalahan di
wilayah kapanewon. Sementara itu, Mitigasi dan
Advokasi menunjukkan tren yang fluktuatif yang
mencerminkan ketidakstabilan respons terhadap
isu strategis. Meskipun semua indikator kecuali
Supervisi berada di atas batas minimal,
penguatan mendesak terhadap fungsi supervisi
diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan
kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat
kapanewon dan kalurahan.

iasi serta kesenjangan kinerja antara kapanewon perkotaan dan pedesaan. Faktor penyebabnya meliputi
kewenangan Panewu yang terbatas, ketidakefektifan tindakan korektif, mekanisme kolaborasi yang
lemah, dan distribusi SDM yang tidak merata. Dampaknya, pelayanan publik tidak merata, efektivitas
pemerintahan menurun, dan inovasi mandek. Untuk itu, policy brief ini merekomendasikan tiga strategi: (1)
Reformasi regulasi dan kelembagaan: penguatan kewenangan Panewu berbasis outcome, (2)
Transformasi sistem manajemen kinerja dan kapasitas SDM berbasis meritokrasi, serta (3) Pembangunan
ekosistem kolaborasi dan inovasi berbasis teknologi.

erdasarkan Evaluasi Kinerja Kapanewon (EKK) Kabupaten Sleman 2021–2023 yang dilakukan pada
tahun 2024, kinerja organisasi menunjukkan peningkatan, namun kualitas penyelenggaraan
urusan pemerintahan umum masih di bawah standar. Terjadi ketimpangan signifikan antara
kinerja administratif yang tinggi dan kinerja substantif, khususnya pada fungsi supervisi dan med-








